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ABSTRAK

Fajak Holel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang petensial
dari bebarapa komponen penerimaan pajak yang ada. Potensial karena objek dan subjsknya jelas
serta pada wakiu yang akan dalangRata-rata laju pedumbuhan arget dan realisasi pertahun
adalah hampir sama yaitu dengan periumbuhan target 19,34% pertahun dan periumbuhan realisasi
21,42% perlahun. Peranan pajak Holel dan Resloran fehadap penerimaan seklor pajak rata - rata
sebesar 15,26% per tahun dan terhadap PAD 10,34% pertahun. Tingkat efisiensi Pajak Hotel dan
Resioran mulai menunjukan perkembangan yang bak dan angkanya cenderung menurun dar
tahun ke tahun. Pada tahun 2002 fingkat efisiensinya 25,65% kemudian lingkal efisiensi tersebu
turun 27, 18% pada tahun 2003.Tingkat elastisitas Pajak Hote! dan Restoran berflukluasi liap
tahunnya. Pada tahun 2003 tingkal elastisitas Pajak Hotal dan Restoran sebesar 1,80

Skripsi telah dipartzhankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 23 Juli 2008,
Abstrak telah disetujui aleh pembimbing dan penguii :

Tanda

Tangan ‘
Or, Hefrizal Handra Edi Ariyanta, SE, M.5i. Fair Muharja, SE M .S
AR erang (Pembimbing) (Pembahas | (Pembihas Il
‘Wangetahui
felua Jurusan ; Dr.Nasn Bachtiar SEMS.
MIP, 131 656 510 Tanda Tangan

Alumnus felah mendaftar ke Fakullas | Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus

Pelugas Fakultas/Unwersitas
Moo Alumni Fakultas Mama Tanda Tangan

Yoo Alumni Universitas Mama Tanda Tangan




BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Helakang

Megara Republik Indonesia sebagai pegarn kKesaluan mengaoul asus
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemenntshan depgan memberikan
kesempatan dan keleluasann Kepada doerab untuk menvelenggarakan otonmni
daerah. Menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakean hahwa sistem pemerintahan
Mepara Kesatusn Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada dacrah
unfuk menyvelengparakan otonomi daerah.

Pemerintah dacrah scbagar satuan yang diberi wewenang untuk mengatur
diri sendifi sesuai otonomi daerab, tentu saja membulehken sumber-sumber
pembiayaan vang cukup. Namun, pemerintah pusat tdak dapat memberikan
semua pembiayvaan kepada daerabh, maka kepada dacrah diberikan kewajiban dan
wewenang untuk menggali sumber-sumber kevangan daerahnva sendin, Unluk il
pemerintzh dacrzh barus mempunyal penerimann vang berkesinambungan, dalam
arti kata barus ada dana vang selalu dibarapkan masuk ke kas doerah untuk
melaksanakan aktivitas pemernntahan (M. Suparmoko, 1990,

Dengan dikeluarkannya UL o, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dasrah
dan UL No.23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
yang sekarang telah divbah dengan UL No,32 Tahun 2004 dan UU Ne.33 Tahun
2004, hal ni sctidaknya membawa angin separ bagi olonomi dacrah vang

merupakin  kelanjutan dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 tentang



Pemeantahan di daerah vano meropakan produk orde bam vang sempai sekarang,
undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara mureni. |

Menurnat Undang-undang No,22 Tahun 1999 Paszal 1 dikatakan bahwa yang
dimaksud dengan otonomi daerah adalab kewenangan daerah otonom, selamuinya
disebut daerah, untuk mengatur dan menguros kepentinpan masyamakat setempad
menwut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masvarakal seswd denpan peraturan
perundang-umdangan.  Kewenangan Daerah yang  dimaksud  adalah  mencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan. kecuali kewenangan dalam
bidang politik luar negerl, pertahanan keamanan, peradilan, moncter, fiskal, apama
serta kewenangan bidang lain,

Berdasarkan hal di atas berarti setiap daemh membiayal pembangunan di
dacrahnya sendiri karena kurangoya subsidi dad pemerintah pusal. Kalau daerah
tersebut fidok mampue membiayal pembangunan di daershnya, make dacrah
tersebut akan dilebur dengan doerah Jain. Hal ini sesusi dengan bunyi Pasal 3 ayat 1 UU
Mo, 22 Tahun 1959 yaitu @ Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan
ckonomi, potensi daerah, sosial budava, sosial politik, jumlah penduduk, luas
dacrzh dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggamnya otonomi daerab,

Dalam melakukan pembiayaan pembangunan di daerah, maka tiap-tiap
daerah mempunyal sumber-sumber pendapatan, sesuai UU No.25 Tabun 1999 yang
terdird dae

4, Pendapatan Asli Daeeah (PAD ) vang terdin dari:

1. Hasil Pajak Daerah.

2, Hastl Retnbust Dacrah.
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BAB W

RESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan vraian dan pembubasen pada bab-bab schelumnya inaka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikot -

1.

+a

Fajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak
daerah yang potensial dari beberapa komponen pencrimaan pajak yang
ada. Potensial karena objek dun subjeknva jelas serta pada wakn yang
akan datang. Ohjek dan subjek pajak ini akan terus terkembang sejalan
dengan  pertumbuhan  ckonemi  dasrah. Hal  ini didukung  aleh
perkembangan sekior pariwisata sehingga mendorong perembohan dan
perkembangan hotel dan restoran dari whun ke tahun.

Target dan realisasi penerimasn Pajak Hotel dan  Restoran lerus
mengalami peningkatan dari tshun ketahun, Rata-rata laju pertuimnbubhan
target dan realisasi pertahun adalab  hampir sama  vain derigzn
pertumbuhan target 19,34% pertahun dan pertumbuhan eealisasi 21,42%
perlhun, Sedangkan rata-rata rasio realisasi pertargel adzlah 100%. Hal
ini menandakan Pajak hotel dan Restoran mengalami pertumbuban potensi
vang cukup berarti.,

Peranan pajak Hotel dan Restoran terhadap pencrimaan sektor pajak rata —
rata sebesar 13,26% per tohun. Kenvataan ini menunjukan sumbangan
P'ajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan pajak daerah cukup besar,
mamun sumbangannya terhadup PAD relatif kecil vakni sebesar 10,34%

Pertahun,
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